
LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR  4 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN BESARAN, 
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA 
DESA DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2018

FORMAT PERATURAN KEPALA DESA TENTANG 
PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

UNTUK BELANJA PEGAWAI YANG BERSIFAT MENGIKAT

KEPALA DESA …
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

PERATURAN KEPALA DESA …
NOMOR … TAHUN …

TENTANG

PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ...
TAHUN ANGGARAN ... UNTUK BELANJA PEGAWAI YANG BERSIFAT MENGIKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA …,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan 
Desa mengatur bahwa pengeluaran desa yang mengakibatkan beban 
APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa 
tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa kecuali untuk 
belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran 
yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;

b. bahwa oleh karena Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa … Tahun Anggaran … belum ditetapkan, maka 
untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 

diperlukan...
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diperlukan Peraturan Kepala Desa … yang mengatur tentang 
pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja  Desa untuk belanja 
pegawai yang bersifat mengikat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa 
tentang Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa … 
Tahun Anggaran … Untuk Belanja Pegawai Yang Bersifat Mengikat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor … Tahun 
… tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran … (Lembaran Daerah 
Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun … Nomor …, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor …);

7. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 20 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Labuhanbatu Utara Tahun 2015 Nomor 164);

8. Peraturan...
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8. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor … Tahun … tentang 
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan 
Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Labuhanbatu 
Utara (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun … 
Nomor …);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA … TENTANG PENGELUARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA … TAHUN ANGGARAN … UNTUK 
BELANJA PEGAWAI YANG BERSIFAT MENGIKAT.

Pasal 1

1. Desa adalah Desa ... 
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa ...
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk selanjutnya disingkat 

APBDesa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ...

Pasal 2

Maksud dan tujuan diterbitkannya Peraturan Kepala Desa ini adalah 
sebagai dasar dan pedoman untuk membiayai belanjapegawai atas 
beban APBDesa yang bersifat mengikat sebelum diundangkannya 
Peraturan Desa … tentang APBDesa Tahun Anggaran …

Pasal 3

Belanja pegawai yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan 
harus dialokasikan dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap 
bulan berupa:

a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
b. tunjangan anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 4

Pencairan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus 
berdasarkan pada mekanisme dan ketentuan sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 20 Tahun 2015 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 5

Pengeluaran belanja diluar belanja pegawai yang bersifat mengikat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak diperkenankan.

Pasal ...
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Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa ...

Ditetapkan di (ibu kota desa)
padatanggal … Januari 20 …

KEPALA DESA ...,

      (nama tanpa gelar)

Diundangkan di (ibu kota desa)
Pada tanggal ... Januari 20…

SEKRETARIS DESA ...

(nama tanpa gelar)
BERITA DESA … TAHUN … NOMOR …

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

    dto,

          KHARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
   KEPALA BAGIAN HUKUM,  


